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Tax is a duty contribution to the country that must be payed by personal or 
corporation who had compulsed characteristic based on legislative, with no retaine 
directly and used to country necessary for wealthy citizen.
The purpose of this research is to know how is the level of SPT obedient 
reporting by personal tax payer in KPP Pratama Karanganyar, besides the purpose 
of this research is to know the step that taken by KPP Pratama Karanganyar to 
increase the obedient of personal tax payer in his activity of work.
This research was taken by interview method, observation method and 
literature. Based on the result of this research, the level of SPT obedient reporting 
by personal tax payer in KPP Pratama Karanganyar has completed the target who 
was given by Direktorat Jenderal Pajak.
The writer give recomendation for the future to all people who have 
otoritation in Direktorat Jendral Pajak to make the services and the payment of tax 
administratition   system can be easy, so the Tax Payer will not get trouble about 
their tax payable payment. That is hope to increase the level of SPT obedient 
reporting by personal tax payer in KPP Pratama Karanganyar.
Keyword : Evaluation, level of SPT obedient, tax payer.
3MOTTO
“Seorang intelektual tidak akan pernah mengatakan apa yang lebih dari 
yang diketahuinya” 
(Dwight  D. Eisenhower)
“Orang yang bisa menempatkan diri di dalam keadaan orang lain, yang 
mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh orang lain, tidak usah 
mengkhawatirkan hari depannya” 
(O.D Young)
“Langkah pertama untuk memilih keyakinan pada diri 
sendiri adalah mengenal diri sendiri”
(Soemantri Mertodipuro)
“Barangsiapa yang ditanya perihal suatu ilmu pengetahuan tetapi ia 
menyembunyikannya, maka dihari kiamat orang itu akan dibelenggu 
dengan belenggu dari api neraka”
(HR. Abu Daud, Turmudzi, dan Hakim dari Abu Hurairoh)
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
(QS. Al Mujaadilah: 11)
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A.   Latar Belakang
Perkembangan pajak di Indonesia dari masa ke masa semakin meningkat, 
dan kini sudah sangat dirasakan bahwa pajak menjadi suatu kebutuhan 
kehidupan bagi suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya 
target penerimaan negara yang berasal dari pajak.
Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau 
keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan 
dan pos-pos pengeluaran. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting 
dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam melanjutkan pembangunan, 
karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua 
pengeluaran negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk 
dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja 
pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. 
Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah 
sakit, puskesmas, kantor polisi, semua dibiayai dengan menggunakan uang 
yang berasal dari pajak.
Dalam melakukan pemungutan pajak tersebut Indonesia menganut tiga 
sistem, Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding 
System. Ketiga sistem diatas mempunyai keistimewaan masing-masing. 
Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat 
melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, 
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memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang 
(Self Assessment System), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan 
diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan 
mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.
Pada tahun 1983 merupakan tonggak awal perubahan pada sistem 
administrasi perpajakan di Indonesia, dimana telah dikeluarkan Undang-
undang perpajakan yang menganut sistem self assessment. Dari sisi ketentuan 
dan sistem prosedur pada masa itu mungkin belum selengkapnya dan semudah 
seperti sekarang ini. Bahkan sistem pelaporan lewat media elektronik belum 
dikenal. Menginjak era tahun 2000-an Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah 
melakukan langkah-langkah modernisasi sistem administrasi perpajakan yang 
dikelolanya.
Dilihat dari segi ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang 
paling potensial. Pajak untuk pembangunan negara dimana merupakan iuran 
rakyat untuk kas negara (yang dapat dipaksakan) yang tiada mendapat jasa 
timbal balik secara langsung. Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur antara lain:
1. Iuran dari rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan Undang-undang.
3. Tanpa ada jasa timbal balik secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, maka diperlukan 
kerjasama yang baik antara instansi perpajakan dengan Wajib Pajak. Pihak 
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instansi berupaya untuk meningkatkan pelayanan demi kenyamanan Wajib 
Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan bagi Wajib 
Pajak diperlukan kepatuhan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. 
Selain itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berusaha 
menciptakan sistem perpajakan agar pencapaian tingkat penerimaan pajak 
yang maksimal dapat terwujud seperti mengeluarkan NPWP. NPWP 
merupakan suatu indikator keberhasilan sistem perpajakan setiap negara. 
Salah satu syarat dari kepemilikan NPWP adalah melaporkan jumlah pajak 
terutangnya baik untuk  Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak 
Badan. Sarana yang digunakan untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang 
adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT)  adalah surat 
yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan 
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau 
harta kewajiban sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Melalui SPT dapat diketahui jumlah pendapatan negara dari 
sektor pajak. Selain itu juga dapat mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Untuk wilayah Karanganyar dan Sragen pelaporan SPT baik SPT Masa 
maupun SPT Tahunan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar (KPP Pratama Karanganyar). Pada kesempatan kali ini penulis 
ingin mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak 
Orang Pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar supaya melalui 
karya ilmiah ini tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang 
Pribadi pada tahun berikutnya bisa seperti yang diharapkan. 
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Dari latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul “Evaluasi Tingkat 
Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 
2008 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar”.
B.   Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimanakah tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak 
Orang Pribadi tahun 2008 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar?
2. Langkah-langkah apa yang diambil Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar  untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
di wilayah kerjanya?
C.  Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam 
melaksanakan kewajibannya dalam bidang perpajakan.
2. Mengetahui langkah-langkah yang diambil Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Karanganyar  untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi untuk melaksanakan kewajibannya.
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D.  Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah:
1. Bagi objek penelitian, diharapkan dapat memberikan inovasi atau 
terobosan yang berguna dalam meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Karanganyar terutama dalam meningkatkan kepatuhan 
Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya dari penelitian yang 
dilakukan penulis.
2. Bagi penulis, untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh penulis 
dari perkuliahan kedalam dunia nyata melalui karya ilmiah.
3. Bagi pihak lain, diharapkan melalui penelitian ini dapat mengetahui 
pentingnya kepatuhan dalam bidang perpajakan untuk kehidupan 
bernegara.
E. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian
Penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar yang beralamat di Jl. KH. Samanhudi No.7 Komplek 
Perkantoran Cangakan, Karanganyar.
2. Teknik Pembahasan
Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik 
pembahasan deskriptif, yaitu cara penelitian dengan menggambarkan 





Yaitu data yang didapat melalui observasi dan wawancara secara 
langsung di lapangan. Dalam hal di KPP Pratama Karanganyar dengan 
berbagai cara, berupa pengamatan langsung penulis serta bertanya 
langsung kepada pegawai mengenai tingkat kepatuhan pelaporan SPT 
Tahunan.
b. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari literatur atau sumber-sumber 
lainnya yang telah dituangkan dalam bentuk laporan, selebaran , 
kuesioner dan lain-lain.
F.  Metode Pengumpulan Data
Ada beberapa metode yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data 
antara lain:
1. Metode Wawancara
Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 
pihak yang terkait di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.
2. Metode Observasi
Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian 
yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.
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3. Studi Pustaka
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengambilan informasi 
dari dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian dari Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar  serta bahan pustaka lainnya.
G.  Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan metode 
pengumpulan data.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini memberikan teori-teori yang memberikan dasar mendukung 
penyelesaian masalah dalam penyusunan Tugas Akhir, antara lain 
pengertian pajak, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, pengelompokan 
pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian Surat Pemberitahuan (SPT), 
fungsi SPT, dan Wajib Pajak Patuh.
BAB III PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari objek penelitian, 
hasil-hasil data, dan pembahasannya.
BAB IV PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang perlu 





Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara 
dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal 
dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai
pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak sendiri adalah 
iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara 
yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2005).
Pajak (Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo,2003) adalah iuran rakyat 
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, 
dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang 
Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
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Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan 
peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama 
melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan 
pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar 
pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap 
warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap 
pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Suandy, 2006).
B. Fungsi Pajak
Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara karena fungsinya. Secara umum, pajak memiliki dua fungsi, yaitu 
fungsi anggaran dan fungsi mengatur (Ilyas dan Burton, 2007).
1. Fungsi Anggaran (budgetair)
Fungsi anggaran merupakan fungsi pembiayaan untuk pembangunan 
dan penyelenggaraan negara. Biasanya, penerimaan pajak sebagai 
pelaksanaan fungsi anggaran tercermin dalam APBN.
2. Fungsi Mengatur (regulerend)
Selain mengemban fungsi penerimaan negara, pajak juga berfungsi 
sebagai alat kebijakan ekonomi-politik yang akan mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi atau tingkat konsumsi masyarakat. Sebagai contoh, 
untuk melindungi produksi dalam negeri, negara dapat menerapkan tarif 
bea masuk;agar daya beli rakyat berpenghasilan rendah terjaga, negara 
dapat memberikan fasilitas berupa pajak ditanggung pemerintah;dan 
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sebagainya. Pajak juga menjadi sarana efektif untuk menjaga stabilitas dan 
menjadi alat redistribusi pendapatan yang baik. Sistem pemungutan pajak 
yang baik, aturan perpajakan yang adil, dan dukungan aparatur yang 
profesional adalah pilar agar pajak sebagai alat redistribusi pendapatan 
dapat berdaya guna. Pajak yang dikelola dan dipertanggungjawabkan 
dengan baik merupakan sarana menuju kebaikan dan kesejahteraaan 
bersama.
C. Syarat Pemungutan Pajak (Prastowo, 2009)
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 
maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Syarat Keadilan
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-
undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam 
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk 
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 
banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Syarat Yuridis
Semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Dengan 
begitu, pihak yang melanggar dapat dikenai sanksi hukum.
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3. Syarat Ekonomis
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 
meupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 
perekonomian masyarakat.
4. Syarat Finansiil
Sesuai fungsi anggaran, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 
mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
D. Pengelompokan Pajak (Pudyatmoko, 2002)
1. Menurut Golongannya
a. Pajak Langsung
Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
a. Pajak Subjektif
Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
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b. Pajak objektif
Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
a. Pajak Pusat
Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat  dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
b. Pajak Daerah
Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
E. Sistem Pemungutan Pajak (Zain, 2003)
1. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 
Wajib Pajak.
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 
terutang.
3. With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
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bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 
Pajak.
F. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek 
pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2003).
1. Jenis SPT
a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak 
atau Bagian Tahun Pajak.
2. Pengisian dan Penyampaian SPT
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan 
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan 
menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal 
Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk 
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan 
mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa 
Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
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G. Fungsi SPT (Waluyo, 2005)
1. Wajib Pajak PPh
Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk 
melaporkan tentang : 
a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau 
melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun 
Pajak atau bagian Tahun Pajak;
b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
c. Harta dan kewajiban;
d. Pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 
(satu) Masa Pajak.
2. Pengusaha Kena Pajak
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan 
untuk melaporkan tentang :
a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 
PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang 
ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
yang berlaku.
3. Pemotong atau Pemungut Pajak
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.
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H. Wajib Pajak Patuh
1. Definisi Wajib Pajak Patuh  (www.pajak.go.id)
Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak  sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang 
dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
2. Syarat-syarat Wajib Pajak Patuh (www.pajak.go.id)
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan 
sebagai Wajib Pajak Patuh yang dapat diberikan pengembalian 
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat 
sebagai berikut:
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 
dalam 2 (dua) tahun terakhir.
b. Dalam dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat 
tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak 
berturut-turut.
c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu 
penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:
1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak.
2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang 
diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
28
e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat 
wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan 
pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi 
laba rugi fiskal. Laporan audit harus :
1) Disusun dalam bentuk panjang (long form report).
2) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan 
publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling 
lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan 
sebagai Wajib Pajak Patuh sepanjang memenuhi syarat–syarat di atas,  
ditambah syarat:
a) Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP.
b) Apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan 
pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang 
terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).
3. Tata Cara Mendapatkan Status Wajib Pajak Patuh (www.pajak.go.id)
a. Ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar.
b. Wajib Pajak mengajukan sendiri untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak 
Patuh, surat permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan 
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sebelum tahun buku berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib 
Pajak terdaftar.
4. Mekanisme Penetapan Wajib Pajak Patuh (www.pajak.go.id)
a. Kegiatan yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat 
Wajib Pajak domisili terdaftar, antara lain sebagai berikut:
1) Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang dalam 2 (dua) 
tahun pajak terakhir tepat waktu dalam menyampaikan SPT 
Tahunan.
2) Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang dalam tahun 
terakhir tepat waktu menyampaikan SPT Masa untuk semua jenis 
pajak atau menyampaikan SPT Masa yang terlambat tidak lebih 
dari 3 (tiga) masa pajak dan tidak berturut-turut.
3) Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang 
menyampaikan SPT sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) 
yang tidak melewati batas waktu penyampaian SPT Masa untuk 
masa pajak berikutnya.
4) Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang tidak 
mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak per tanggal 
31 Desember, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur 
atau menunda pembayaran pajak serta tidak termasuk tunggakan 
pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa 
pajak terakhir.
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5) Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang dalam waktu 
10 (sepuluh) tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman karena 
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
6) Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang laporan 
keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar 
tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang 
tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus disusun 
dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan 
rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
7) Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan/ kriteria untuk 
menjadi Wajib Pajak Patuh terhadap Wajib Pajak yang 
mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak 
Patuh.
8) Menerima daftar nominatif hasil inventarisasi dari Kepala Kantor 
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak lokal terdaftar.
9) Menyusun daftar nominatif Wajib Pajak Patuh berdasarkan 
kegiatan yang dilakukan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka
8 (delapan), dan mengirimkan kepada Kepala Kanwil DJP paling 
lambat tanggal 25 Januari.
10) Menerima penetapan Wajib Pajak Patuh dan mengumumkan 
dengan cara menempatkannya pada papan pengumuman di Kantor 
Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
11) Mengirimkan dan menyampaikan SPT penetapan Wajib Pajak
Patuh kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
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b. Kegiatan yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat 
Wajib Pajak lokasi terdaftar, antara lain sebagai berikut:
1) Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang dalam tahun 
terakhir tepat waktu menyampaikan SPT Masa untuk semua jenis 
pajak atau menyampaikan SPT Masa, yang terlambat tidak lebih 
dari 3 (tiga) masa pajak dan tidak berturut-turut.
2) Melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang tidak 
mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak per 31 
Desember (kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak serta tidak termasuk tunggakan pajak 
sehubungan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak 
terakhir). Menyampaikan daftar nominatif hasil inventarisasi 
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 
domisili terdaftar paling lambat tanggal 15 Januari.
3) Menerima penetapan Wajib Pajak Patuh, membuat daftar Wajib 
Pajak Patuh-Lokasi, dan mengumumkan dengan cara 
menempatkannya pada papan pengumuman di Kantor Pelayanan 
Pajak yang bersangkutan.
c. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak setelah menerima daftar 
nominatif Wajib Pajak Patuh dari Kantor Pelayanan Pajak, melakukan 
kegiatan antara lain sebagai berikut:
1) Atas nama Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak Patuh 
paling lambat akhir bulan Januari, mengirimkan penetapan Wajib 
Pajak Patuh kepada:
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a) Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak domisili 
terdaftar.
b) Kepala Kantor Pelayanan Pajak  tempat Wajib Pajak lokasi 
terdaftar.
5. Keuntungan Wajib Pajak Patuh (www.pajak.go.id)
Wajib Pajak Patuh berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak untuk jenis pajak:
a. Untuk PPh paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
b. Untuk PPN paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
6. Masa berlaku penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh
Penetapan Wajib Pajak  Patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) 
tahun.
7. Pencabutan Wajib Pajak Patuh
Surat Penetapan Wajib Pajak Patuh dicabut oleh Kepala Kantor 
Wilayah setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan 
Pajak, dalam hal memenuhi kriteria pembatalan yaitu:
a. Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak 
pidana dibidang perpajakan.
b. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) 
masa pajak untuk semua jenis pajak.
c. Dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 
3 (tiga) masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari 
batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
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d. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) masa 
pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak.
e. Dalam suatu masa pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria “tidak 
pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir” sejak 




A. Gambaran Objek Penelitian
1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar
KPP Pratama Karanganyar merupakan pecahan dari KPP Surakarta 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor:55/PMK.01/2007 tanggal 
31 Mei 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan 
nomor:132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi 
Ertikal Direktorat Jendral Pajak, diberitahukan bahwa kode wilayah KPP 
Pratama Karanganyar yang sebelumnya 526 (KPP Surakarta) menjadi 528, 
misalnya NPWP nomor : 01.000.000.0-526.000 yang semula kode wilayah 
KPP Surakarta berhubung berada diwilayah KPP Pratama karanganyar 
maka otomatis NPWP berubah menjadi nomor :01.000.000.0-
528.000.Pada awal berdirinya, KPP Pratama Karanganyar menggunakan 
fasilitas kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surakarta. 
Sehubungan digunakannya kantor tersebut sebagai kantor wilayah DJP 
Jawa Tengah II pada bulan Januari 2007 maka untuk sementara waktu 
kegiatan operasional KPP Pratama Karanganyar dipindahkan ke eks 
Kantor pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Surakarta. Pada akhir 
bulan Desember 2007 KPP Pratama Karanganyar pindah dari ex Karikpa 
Surakarta ke Gedung Megaria Jalan Raya palur karena banjir bandang 
sungai bengawan Solo yang mengakibatkan sebagian besar dokumen 
hanyut terbawa air banjir. Maka dari itu untuk menjaga keamanan dan 
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kenyamanan dalam melakukan segala aktifitas kini KPP Pratama
Karanganyar telah menjadi lembaga perpajakan yang independent. 
2. Tempat Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar sekarang berkedudukan 
di Jl. KH. Samanhudi No.7 Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar.
Gambar III.1
Denah Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar
3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar
Wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar meliputi 2 kabupaten, yaitu:
a. Kabupaten Karanganyar terdiri dari 16 kecamatan.
b. Kabupaten Sragen terdiri dari 20 kecamatan.
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Tabel III.1












II Kabupaten Sragen 94,155 863,914 258,977
Jumlah 171,525 1,708,403 474,409
(sumber : Seksi Waskon Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar)
4. Tujuan dan fungsi didirikannya KPP Pratama Karanganyar
a. KPP Pratama Karanganyar memiliki tujuan sebagai berikut:
1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya 
wajib pajak.
2) Untuk menggali potensi fiskal dan meningkatkan penerimaan 
pajak.
3) Untuk memberi kepercayaan yang lebih besar kepada wajib pajak
dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan.
4) Untuk memberikan penilaian pembinaan wajib pajak yang dapat 
dilakukan dengan berbagai uapaya antara lain dengan memberikan 
penyuluhan pengetahuan tentang perpajakan baik melalui media 
masa maupun penerangan langsung.
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5) Untuk menunjang perkembangan dan mempercepat terwujudnya 
kepatuhan wajib pajak, khususnya di wilayah atau daerah 
wewenang KPP Pratama Karanganyar.
b. Fungsi dari didirikannya KPP Pratama Karanganyar adalah:
1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyejian informasi 
perpajakan, pengamat potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib 
pajak.
2) Penelitian dan penatausahaan SPT, SPM, serta berkas wajib pajak.
3) Pengawasan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, dan pajak tidak 
langsung.
4) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian 
keberatan, penatausahaan, banding dan penyelesaian restitusi pajak 
PPh, PPN, PPnBM.
5) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
6) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
7) Pembetulan Surat Ketetapan Pajak.
8) Pengurangan Sanksi Pajak.
9) Penyuluhan dan pelayanan konsultasi pajak.
10) Pelaksanaan administrasi KPP.
5. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak
a. Visi Dirjen Pajak
Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem 
administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya 
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masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, yang 
bercirikan sebagai berikut:
1) Aparat berintegritas tinggi dan profesional.
2) Memiliki kinerja tnggi dan setara dengan kinerja instansi 
perpajakan negara maju.
3) Kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan secara menyeluruh.
4) Kewibawaan yang tinggi di mata masyarakat domestik dan 
internasional.
5) Memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang 
tinggi.
b. Misi Dirjen Pajak
Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-
undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian 
pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien dengan 
batasan-batasan sebagai berikut:
1) Tingkat tax ratio, coverage ratio, dan complience ratio  ratio yang 
tinggi.
2) Pajak mampu berperan utama dalam membiayai defisit APBN.
3) Kebijaksanaan perpajakan netral dan non distortion.
4) Mampu mendukung kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, 
sosial, dan politik.
5) Cost of Collection rendah.
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6. Struktur Organisasi
Struktur organisasi di KPP Pratama Karanganyar terdiri dari kepala 
kantor, bendaharawan, subbag umum, seksi pelayanan, Seksi Pengolahan 
Data dan Informasi (PDI), Seksi ekstensifikasi, seksi penagihan, seksi 
pemeriksaan, Seksi Waskon I, Seksi Waskon II, Seksi Waskon III, Kantor 
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) wilayah 
Sragen, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa. Total jumlah 
pegawai per 1 Juli 2008 adalah 92 orang dengan rincian satu orang kepala 
kantor (eselon III), delapan kepala seksi (eselon IV), satu orang kepala 
KP2KP Sragen, 22 Account Representative, tiga Pemeriksa, dua orang 
jurusita pajak dan 55 orang pelaksana. Dari 55 orang pelaksana tersebut 13 
orang di sub bagian umum, 10 orang di seksi pelayanan, sembilan orang di 
seksi PDI, empat orang di seksi penagihan (jurusita tidak termasuk), enam 
orang di seksi ekstensifikasi, dan tiga orang di seksi pemeriksaan.
Setelah modernisasi perpajakan, struktur organisasi yang terdapat di 




Struktur Organisasi di KPP Pratama Karanganyar
7. Deskripsi Jabatan
     Berikut ini merupakan deskripsi jabatan di KPP Pratama  Karanganyar:
a. Kepala Kantor
Kepala kantor bertugas mengkoordinasi dan mengendalikan 
kegiatan operasional pelayanan perpajakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan.
b. Sub Bagian umum
1) Penerimaan, pemrosesan, penatausahaan, dokumen masuk KPP.
































3) Penyusunan RKAKL lapran berkala KPP, laporan tahunan, 
laporan/daftar realisasi anggaran belanja.
4) Penerimaan inventaris dari rekaan/pihak lain.
5) Penutupan buku kas umum, dan lain-lain.
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI.
2) Penatausahaan alat keterangan.
3) Penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak , 
perkembangan ekonomi, dan keuangan.
4) Pembentukan dan pemanfaatan bank data.
5) Pembuatan dan penyampain SPh kirim.
6) Penatausahaan penerimaan PBB Non-Elektrronik.
7) Pembuatan Laporan Penerimaan PBB/BPHTB.
8) Penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB.
d. Seksi Pelayanan
1) Penatausahaan surat, dokumen, dan laporan WP pada TPT
2) Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan 
NPWP dan pencabutan PKP.
3) Perubahan identitas WP.
4) Pemindahan WP dan PKP di KPP lama dan KPP baru.
5) Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan dan Masa.
6) Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT 
Tahunan PPh.
7) Penenerbitan Surat Teguran untuk SPT Masa PPN.
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8) Penerbitan Surat Teguran untuk SPT Tahunan PPh.
9) Penelitian hasil keluaran SPPT/STTS/DHKP/DHR.
10) Permohonanan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.
11) Peminjaman atau pengiriman berkas.
12) Permohonan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US 
Dollar.
13) Pemberitahuan penggunaan norma penghitungan.
14) Penerbitan SKP.
15) Penatausahaan  dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP.
16) Penyisihan anak berkas WP yang masa /tahun pajaknya lebih dari 
10 tahun (kadaluwarsa).
e. Seksi Pemeriksaan 
1) Pemrosesan dan penatausahaaan dokumen masuk di seksi 
pemeriksaan.
2) Penyelesaian SPT tahunan PPh lebih bayar.
3) Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).
4) Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak pertambahan nilai (PPN) untuk selain WP patuh.
5) Penyelesaian usulan pemeriksaan.
6) Penyelesaian usulan pemeriksaan bukti permulaan.
7) Pengamatan oleh KPP.
8) Pemeriksaan kantor dan lapangan.
9) Penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung.
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f. Seksi Ekstensifikasi
1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi 
ekstensifikasi.
2) Pendaftaran Objek Pajak baru dengan penelitian kantor dan 
lapangan.
3) Penerbitan himbauan ber-NPWP.
4) Pencarian data potensi perpajakan.
5) Pelaksanaan Penilaian individual objek PBB.
6) Pembuatan DBKB.
7) Pembentukan /Penyempurnanan ZNT/NIR.
8) Pemeliharaan data objek dan Subjek PBB.
9) Penyelesaian mutasi sebagaian dan atau seluruhnya objek dan 
subjek PBB.
10) Penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP.
11) Penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP.
12) Penerbitan daftar nominatif usulan SP3 SPL ekstensifikasi.
g. Seksi Pengawasan  dan Konsultasi
1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi 
pengawasan dan konsultasi.
2) Penerbitan SPMKP, SPMIB, SKBKBN/SKBKBT/STB, SKP PBB, 
teguran pengembalian SPOP, surat himbauan SPT.
3) Penerbitan SPMKP/SPMIB pengganti karena kadaluwarsa.
4) Penerbitan SPMKP/SPMIB yang rusak/salah (yang sudah atau 
belum diterbitkan).
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5) Penyelesaian permohonan WP.
6) Pembuatan SPMKP/SPMIB yang hilang.
7) Penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP lain.
8) Penyelesaian pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT secara jabatan.
9) Pelaksanaan putusan gugatan/banding.
10) Penyelesaian penghitungan lebih bayar.
11) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB.
12) Pemberian bimbingan kepada WP.
13) Menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis 
perpajakan bagi WP.
14) Layanan permintaan perubahan metode penilaian persediaan.
15) Penetapan WP patuh.
16) Pemutakhiran profil WP.
17) Pelaksanaan ekualisasi.
18) Pengusulan PKP fiktif.
19) Penatausahaan SK pembetulan dari seksi pengawasan dan 
konsultasi.
20) Penatausahaan SKK/PB/pengurangan  atau pembatalan ketetapan 
pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di 
seksi pengawasan dan konsultasi.
21) Penyusunan estimasi penerimaan pajak ber-NPWP.
22) Pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan material WP.
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14) Kecamatan Sambung Macan.










9) Kecamatan Tawang Mangu.















1) Membuat surat teguran dan surat paksa.
2) Menerbitkan surat sita.
3) Membuat laporan surat paksa.
4) Membuat berita acara pelaksanaan sita.
5) Melaksanakan lelang.
6) Menerima dan mentatausahakan daftar pengantar SPT/SKP/PBk 
dari seksi pelayanan dan kemudian merekamnya.
7) Menatausahakan surat masuk dan surat keluar.
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8) Melakukan konfirmasi data tunggakan pajak.
9) Mencetak surat teguran.
10) Melakukan validasi tunggakan awal wajib pajak.
11) Mentatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/SKP 
ketetapan wajib pajak.
12) Pengarsipan berkas tunggakan wajib pajak.
B. Pembahasan Masalah
Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, maka diperlukan 
kerjasama yang baik antara instansi perpajakan dengan Wajib Pajak. Pihak 
instansi berupaya untuk meningkatkan pelayanan demi kenyamanan Wajib 
Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sedangkan bagi Wajib 
Pajak diperlukan kepatuhan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.
Salah satu kewajiban menjadi Wajib Pajak adalah mengisi Surat 
Pemberitahuan dengan lengkap, yaitu memuat seluruh unsur yang harus 
dilaporkan dalam surat pemberitahuan, baik yang berkaitan dengan objek 
pajak dan bukan objek pajak, benar dalam perhitungan dan penerapan 
ketentuan perpajakannya, serta benar dalam penulisan sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya, dan jelas yaitu melaporkan sumber dari objek pajak dan 
unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan, serta 
menandatanganinya dan melaporkan surat pemberitahuan ke kantor Direktorat 
Jendral Pajak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu paling lama tiga 
bulan setelah akhir tahun pajak.
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1. Bagaimanakah tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib 
Pajak Orang Pribadi tahun 2008 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar?
Salah satu kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak adalah melaporkan 
jumlah pajak terutangnya dalam suatu tahun pajak. Dasar adanya 
kewajiban ini adalah kepemilikan NPWP. Setiap Warga Negara Indonesia 
yang memiliki NPWP wajib melaporkan pajak terutangnya baik untuk 
Orang Pribadi ataupun badan usaha. Sarana pelaporan pajak terutang 
adalah Surat Pemberitahuan (SPT). 
Berdasarkan pasal 3 ayat (1) dan (1a) Undang-undang KUP dijelaskan 
bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam Bahasa Indonesia 
dengan menggunakan huruf latin, Angka Arab, satuan mata uang Rupiah, 
dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Pajak 
tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. Dalam rangka memberikan 
pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak, formulir Surat 
Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak 
dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang 
diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak. Disamping itu, Wajib 
Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, 
misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk 
memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut. Namun, untuk 
memberikan pelayanan yang lebih baik, Direktur Jenderal Pajak dapat 
mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
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Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2008 
berakhir pada tanggal 31 Maret 2009. Untuk mengetahui tingkat 
kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 
sebelumnya perlu diketahui jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai 
Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar tahun 2008.
Berikut ini adalah jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai Wajib 
Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
tahun 2008. 
Tabel III.2
Jumlah Masyarakat yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang 
Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar Tahun 2008
No Keterangan Jumlah
1             Wajib Pajak Terdaftar 30.517
2             Wajib Pajak Efektif 16.254
3             Wajib Pajak Non Efektif 14.263
4              Persentase WP Efektif 53,3%
        (Sumber : KPP Pratama Karanganyar)
Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban 
perpajakannya berupa kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan 
masa dan/atau surat pemberitahuan tahunan sebagaimana mestinya.
Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi 
kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan 
surat pembertahuan masa dan/ atau surat pembertahuan tahunan. 
Sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak 
Nomor SE-09/PJ.8/1998 tanggal 2 Oktober 1988 wajib pajak non efektif 
adalah:
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a. Wajib pajak yang berturut-turut selama 2 (dua) tahun tidak 
memasukkan surat pemberitahuan pajak penghasilan.
b. Wajib pajak yang sudah meninggal dunia/ bubar, tetapi belum ada 
surat keterangan resminya.
c. Wajib pajak tidak ditemukan alamatnya, walaupun sudah diusahakan 
pencariannya oleh dinas luar.
d. Wajib pajak yang secara nyata tidak menunjukkan kegiatan usaha.
Berdasarkan Tabel III.2, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
melaporkan/ menyampaikan SPT Tahunannya (Wajib Pajak Efektif) 
mencapai angka 16.254 atau sebesar 53,7% dari jumlah Wajib Pajak 
Terdaftar. Berikut ini adalah rinciannya :
      Tabel III.3
Rincian Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi  di KPP 
Pratama Karanganyar tahun 2008
No           Keterangan Jumlah                Persentase
1           Nihil 14.973                   92,11%
2           Kurang Bayar   1.270                     7,81%
3           Lebih Bayar        11                     0,06%
          Total 16.254                     100%
(Sumber : KPP Pratama Karanganyar)
Berdasarkan data dari Tabel III.3, dapat diketahui rincian pelaporan 
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Untuk SPT Tahunan Nihil 
sebesar 92,11%, Kurang Bayar sebesar 7,81%, dan Lebih Bayar sebesar 
0,06%. 
Berdasarkan hasil penelitian jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
melaporkan/ menyampaikan SPT Tahunannya di KPP Pratama 
Karanganyar mencapai angka 16.254 atau sebesar 53,7%. Hasil itu sudah 
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melebihi target yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu 
sebesar 50% untuk setiap wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
2. Langkah apa yang diambil Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar  untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi di wilayah kerjanya?
a. Melalui Peningkatan Efektivitas Penyuluhan
Sesuai dengan tugas pokok fungsi KPP Pratama Karanganyar 
untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, telah 
disusun beberapa program yang telah disiapkan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak seperti peningkatan frekuensi penayangan iklan layanan 
masyarakat baik melalui media cetak maupun media elektronik.
Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi, 
peningkatan kepatuhan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat 
sasaran karena media ini (cetak maupun elektronik) merupakan sarana 
yang tepat bagi masyarakat umum untuk mengetahui informasi tentang 
perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat mengetahui kapan harus 
memenuhi kewajiban perpajakannya.
b. Memperluas Cakupan Penyuluhan
Penyuluhan merupakan sarana yang sangat penting untuk 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Agar penyuluhan 
itu berhasil, maka KPP Pratama Karanganyar melakukan penyuluhan 
berdasarkan lapisan masyarakat karena Wajib Pajak Orang Pribadi 
terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda.
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Oleh karena itu, dalam melakukan penyuluhan harus melihat 
profesi setiap Wajib Pajak, seperti penyuluhan yang diberikan kepada 
Wajib Pajak Orang Pribadi dari kalangan Pegawai Negeri Sipil atau 
Pegawai Kantor Swasta akan berbeda dengan Wajib Pajak Orang 
Pribadi dari kalangan pengusaha. Selain itu, penyuluhan untuk Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha juga akan dilihat 
berdasarkan jenis usahanya.
c. Meningkatkan Efektivitas Kehumasan 
Fungsi kehumasan dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban 
perpajakan adalah untuk  menjelaskan peranan dan manfaaat pajak 
kepada masyarakat. Peran ini bermuara pada terinformasikannya 
pelaksanaan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak 
dan masyarakat luas sehingga pemberitaan yang seimbang akan 
terwujud, yang pada gilirannya membuat citra positif terhadap 
Direktorat Jenderal Pajak.
Dengan demikian, masyarakat tidak akan berpikiran negatif jika 
berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dengan 
sendirinya masyarakat akan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap 
pajak. 
d. Memasukan Aspek Perpajakan dalam Materi Pendidikan
Penanaman pengetahuan tentang perpajakan secara dini merupakan 
langkah yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban 
perpajakan. Misalnya pihak Direktorat Jenderal Pajak melakukan 
kerjasama dengan pihak sekolah minimal taraf SMA diharapkan dapat 
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memberikan gambaran pajak secara umum serta tata cara pemenuhan 
kewajiban perpajakan sehingga ketika mereka menjadi seorang Wajib 
Pajak memiliki citra positif terhadap pajak dan mengetahui apa yang 
menjadi hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Dengan 
demikian, akan tercipta masyarakat sadar dan peduli pajak.
C. Temuan
1. Kelebihan
a. Dalam melakukan penyuluhan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar meningkatkan efektivitas penyuluhannya, misalnya  
dengan peningkatan frekuensi penayangan iklan layanan masyarakat 
baik melalui media cetak maupun media elektronik yang diharapakan 
dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak patuh untuk tahun-tahun 
berikutnya.
b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar melakukan peningkatan 
efektivitas kehumasan yang sangat membantu Wajib Pajak dalam 
pemenuhan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini penyampaian SPT 
Tahunan. Fungsi kehumasan dalam meningkatkan kepatuhan 
kewajiban perpajakan adalah untuk  menjelaskan peranan dan 
manfaaat pajak kepada masyarakat.
c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar melakukan penyuluhan 
berdasarkan lapisan masyarakat karena Wajib Pajak Orang Pribadi 
terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Misalnya, seperti 
penyuluhan yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dari 
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kalangan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Kantor Swasta akan 
berbeda dengan Wajib Pajak Orang Pribadi dari kalangan pengusaha. 
Selain itu, penyuluhan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
mempunyai usaha juga akan dilihat berdasarkan jenis usahanya.
2. Kelemahan
a. Dalam memberikan bantuan pelayanan penyuluhan tentang tata cara 
pengisian  SPT  ke daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, petugas 
mengalami kesulitan. Hal ini membuat Wajib Pajak mengalami 
kesulitan pula dalam pengisian SPT sehingga pada akhirnya membuat 
Wajib Pajak malas untuk melaporkan pajak terutangnya. 
b. Pengawasan dan penegakan hukum kepada Wajib Pajak dalam hal 
pemenuhan kewajiban melaporkan SPT belum optimal dilakukan. 






Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar mengenai tingkat kepatuhan pelaporan 
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2008, maka dapat 
disimpulkan:
1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan/ menyampaikan SPT 
Tahunannya mencapai angka 16.254 atau sebesar 53,7%. Hasil itu sudah 
melebihi target yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu 
sebesar 50% untuk setiap wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
2. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah 
kerjanya, KPP Pratama Karanganyar melakukan peningkatan efektivitas 
penyuluhan, memperluas cakupan penyuluhan, meningkatkan efektivitas 
kehumasan dan memasukan aspek perpajakan dalam materi pendidikan.
B. Saran dan Rekomendasi
Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang menjelaskan tentang kendala dan 
masalah yang dihadapi baik Wajib Pajak maupun petugas dalam pelaksanaan 
pelaporan SPT  Tahunan, maka penulis memberikan saran yang diharapkan 
dapat memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT 
Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Saran tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Pelayanan pelaporan dan konsultasi Surat Pemberitahuan sebaiknya 
dilakukan di daerah yang jauh dari pusat kota, dengan begitu Wajib Pajak 
yang bertempat tinggal di daerah situ tidak harus pergi ke pusat kota 
sehingga akan menggiatkan Wajib Pajak untuk melaporkan Surat 
Pemberitahuan. Pelayanan dan konsultasi perpajakan juga dapat dilakukan 
dengan menggunakan Mobile Tax Unit (MTU). 
2. Account Representative (AR) harus lebih optimal dalam melakukan 
pengawasan dan penegakkan hukum tanpa pandang bulu, sehingga Wajib 
Pajak akan patuh dalam melaporkan SPT Tahunannya. Dengan demikian, 
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